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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
bagaimanakah penyidikan tindak pidana saksi
dan korban menurut Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan
bagaimanakah tindak pidana terhadap saksi
dan korban menurut Undang-Undang Nomor
31 Tahun 2014 yang dengan metode penelitian
hukum normatif disimpulkan: 1. Penyidikan
tindak pidana terhadap sanksi dan korban
dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara
Pidana oleh Penyidik pejabat polisi negara
Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri
sipil tertentu yang diberi wewenang khusus
oleh undang-undang. Dalam melakukan
tugasnya penyidik wajib menjunjung tinggi
hukum yang berlaku. Khusus untuk korporasi
yang melakukan tindak pidana terhadap saksi
dan korban maka penyidikan, dilakukan
terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. 2.
Tindak pidana terhadap saksi dan korban yang
memerlukan penyidikan oleh penyidik seperti:
a. Perbuatan memaksakan kehendaknya
dengan menggunakan kekerasan atau cara
tertentu, yang menyebabkan saksi dan/atau
korban tidak memperoleh  Perlindungan
sehingga tidak dapat memberikan kesaksiannya
pada setiap tahap pemeriksaan dan akibat
perbuatan tersebut menimbulkan luka berat
atau kematian pada saksi dan/atau korban; b.
Perbuatan yang menghalang-halangi secara
melawan hukum sehingga saksi dan/atau
korban tidak memperoleh Perlindungan atau
bantuan; c, Perbuatan yang menyebabkan saksi
dan/atau korban atau keluarganya kehilangan
pekerjaan karena memberikan kesaksian yang
benar dalam proses peradilan, d. Perbuatan
yang  menyebabkan  dirugikannya  atau
dikuranginya hak saksi dan/atau korban karena
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memberikan kesaksian yang benar dalam
proses peradilan; e. Perbuatan secara melawan
hukum memberitahukan keberadaan saksi
dan/atau korban yang sedang dilindungi dalam
suatu tempat kediaman sementara atau tempat
kediaman baru.

Kata kunci: penyidikan; saksi dan korban;

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban, lembaga
perlindungan saksi dan korban yang dibentuk
berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,
memiliki peranan yang sangat penting dalam
rangka penegakan hukum dan penanganan
pelanggaran hak asasi manusia. Perkembangan
sistem peradilan pidana saat ini, tidak saja
berorientasi kepada pelaku, tetapi juga
berorientasi kepada kepentingan saksi dan
korban. Oleh karena itu, kelembagaan LPSK
harus dikembangkan dan diperkuat agar dalam
menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya
dapat sinergis dengan tugas, fungsi, dan
kewenangan lembaga penegak hukum yang
berada dalam sistem peradilan pidana.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penyidikan tindak pidana
saksi dan korban menurut Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang
Hukum Acara Pidana ?

2. Bagaimanakah tindak pidana terhadap
saksi dan korban menurut Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2014 ?

C. Metode penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan
dalam penulisan ini ialah metode penelitian
hukum normative.

PEMBAHASAN
A. Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Saksi
Dan Korban

Tindak pidana, yaitu: setiap perbuatan yang
diancam hukuman sebagai kejahatan atau
pelanggaran baik yang disebut dalam
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KUHPidana maupun peraturan perundang-

undangan lainnya.?

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang
dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan
mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa
pidana tertentu, bagi barang siapa yang
melanggar larangan tersebut.*

Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan
pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan
hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja
dalam pada itu diingat bahwa larangan
ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu
keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh
kelakuan  orang), sedangkan  ancaman
pidananya ditujukan kepada orang vyang
menimbulkan kejadian itu.”

Tindak pidana; delik, delict; delikt; offence:
perbuatan yang dilarang dan diancam dengan
pidana oleh undang-undang.® Perkara pidana,
strafzaak, yaitu delik yang merupakan objek
perkara pidana.’

Kata delik berasal dari bahasa latin, yakni
delictum. Dalam bahasa Jerman disebut delict,
dalam bahasa Perancis disebut delit dan dalam
bahasa Belanda disebut delict. Dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi
batasan sebagai berikut: “perbuatan yang
dapat dikenakan hukuman karena merupakan
pelanggaran terhadap undang-undang tindak
pidana”.?

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang
Hukum Acara Pidana Pasal 6 ayat:
(1) Penyidik adalah :

a. pejabat polisi negara

Indonesia;

b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu
yang diberi wewenang khusus oleh
undang-undang.

(2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih
lanjut dalam peraturan pemerintah.
Penjelasan Pasal 6 Ayat (2) Kedudukan dan

kepangkatan penyidik yang diatur dalam

Republik

3Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya
A., Op.Cit, him. 311.

4 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, PT.
Rineka Cipta, Jakarta, 2008, him. 59

> Ibid.

eAndi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, Sinar Grafika,
Jakarta, 2008, him.164.

"Ibid, him. 118.

8 eden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar
Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005, him. 7.

peraturan  pemerintah  diselaraskan dan

diseimbangkan  dengan  kedudukan dan

kepangkatan penuntut umum dan hakim
peradilan umum.

Pasal 7 ayat:

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1) huruf a karena
kewajibannya mempunyai wewenang :

a. menerima-laporan atau pengaduan dari

seorang tentang adanya tindak pidana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat
di tempat kejadian;

c. menyuruh berhenti seorang tersangka
dan memeriksa tanda pengenal diri
tersangka ;

d. melakukan penangkapan, penahanan,
penggeledahan dan penyitaan;

e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan
surat;

f. mengambil sidik jari dan memotret
seorang;

g. memanggil orang untuk didengar dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

h. mendatangkan orang ahli  yang
diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara;

i. mengadakan penghentian penyidikan;

j. mengadakan tindakan lain menurut
hukum yang bertanggung jawab.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai
wewenang sesuai dengan undang-undang
yang menjadi dasar hukumnya masing-
masing dan dalam pelaksanaan tugasnya
berada dibawah koordinasi dan
pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal
6 ayat (1) huruf a.

(3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2),
penyidik wajib menjunjung tinggi hukum
yang berlaku.

Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Yang dimaksud
dengan "penyidik dalam ayat ini" adalah
misalnya pejabat bea dan cukai, pejabat
imigrasi dan pejabat kehutanan, yang
melakukan tugas penyidikan sesuai dengan
wewenang khusus yang diberikan oleh undang-
undang vyang menjadi dasar hukumnya
masingmasing.

Pasal 8 ayat:

(1) Penyidik membuat berita acara tentang
pelaksanaan tindakan sebagaimana
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dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak

mengurangi ketentuan lain dalam undang-

undang ini.

(2) Penyidik menyerahkan berkas perkara
kepada penuntut umum.

(3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:

a. pada tahap pertama penyidik hanya

menyerahkan berkas perkara;

b. dalam hal penyidikan sudah dianggap
selesai, penyidik menyerahkan tanggung
jawab atas tersangka dan barang bukti
kepada penuntut umum.

Pasal 9. Penyelidik dan  penyidik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
huruf a mempunyai wewenang melakukan
tugas masing-masing pada umumnya di seluruh
wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum
masing-masing di mana ia diangkat sesuai
dengan ketentuan undang-undang.

Penjelasan Pasal 9 Dalam keadaan yang
mendesak dan perlu, untuk tugas tertentu demi
kepentingan penyelidikan, atas perintah tertulis
Menteri Kehakiman pejabat imigrasi dapat
melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan
undang-undang yang berlaku.

Pasal 10 ayat:

(1) Penyidik pembantu adalah  pejabat
kepolisian negara Republik Indonesia yang
diangkat oleh Kepala Kepolisian negara
Republik Indonesia berdasarkan syarat
kepangkatan dalam ayat (2) pasal ini.

(2) Syarat kepangkatan sebagaimana tersebut
pada ayat (1) diatur dengan peraturan
pemerintah.

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Yang dimaksud
dengan "pejabat kepolisian negara Republik
Indonesia" termasuk pegawai negeri sipil
tertentu dalam lingkungan kepolisian negara
Republik  Indonesia. Pasal 11. Penyidik
pembantu mempunyai wewenang seperti
tersebut dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali
mengenai penahanan yang wajib diberikan
dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.

Penjelasan Pasal 11. Pelimpahan wewenang
penahanan kepada penyidik pembantu hanya
diberikan apabila perintah dari penyidik tidak
dimungkinkan karena hal dan dalam keadaan
yang sangat diperlukan atau di mana terdapat
hambatan perhubungan di daerah terpencil
atau di tempat yang belum ada petugas
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penyidik dan atau dalam hal lain yang dapat
diterima menurut kewajaran.

Pasal 12. Penyidik pembantu membuat
berita acara dan, menyerahkan berkas perkara
kepada penyidik, kecuali perkara dengan acara
pemeriksaan singkat yang dapat langsung
diserahkan kepada penuntut umum.

Hukum pembuktian merupakan seperangkat
kaidah hukum vyang mengatur tentang
pembuktian, yakni segala proses, dengan
menggunakan alat-alat bukti yang sah, dan
dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur
khusus guna mengetahu fakta-fakta yuridis di
persidangan, sistem yang dianut dalam
pembuktian, syarat-syarat dan tata cara
mengajukan bukti tersebut serta kewenangan
hakim untuk menerima, menolak, dan menilai
suatu pembuktian.’

Pembuktian merupakan masalah yang
memegang peranan dalam proses pemeriksaan
sidang pengadilan. Melalui pembuktian
ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil
pembuktian dengan alat-alat bukti yang
ditentukan dengan undang-undang tidak cukup
membuktikan kesalahan yang di dakwakan
kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari
hukuman sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang
berbunyi: “jika pengadilan berpendapat bahwa
dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan
terdakwa atas perbuatannya yang didakwakan
kepadanya tidak terbukti secara sah dan
menyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”."

Sebaiknya, kalau kesalahan terdakwa dapat
dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut
dalam Pasal 184, terdakwa dinyatakan
bersalah. Kepadanya akan dijatuhkan hukuman,
yang sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP
yang berbunyi: jika pengadilan berpendapat
bahwa terdakwa bermasah melakukan tindak
pidana yang didakwakan kepadanya, maka
pengadilan menjatuhkan pidana. Oleh kerena
itu, hakim harus hati-hati, cermat, dan matang
menilai serta  mempertimbangkan nilai
pembuktian. Meneliti sampai dimana batas
minimum kekuatan pembuktian atau bewijs
kracht dari setiap alat bukti yang disebut dalam
Pasal 184 KUHAP."

9AIfitra, Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana,
Perdata dan Korupsi di Indonesia, (Editor) Andriansyah,
Cetakan 1, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011, him. 21.
10, ;

Ibid.
" Ibid.
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Dengan merujuk pada arti kata bukti, yakni
sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu
peristiwa. Bahwa arti penting pembuktian
adalah mencari kebenaran atas suatu peristiwa.
Dalam konteks hukum, arti penting pembuktian
adalah mencari kebenaran suatu peristiwa
hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang
mempunyai akibat hukum."

Pembuktian merupakan masalah yang
memegang peranan penting dalam proses
pemeriksaan sidang pengadilan. Dengan
pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa.
Apalagi hasil pembuktian dengan alat-alat bukti
yang ditentukan undang-undang tidak cukup
membuktikan keselahan yang didakwakan
kepad terdakwa. Terdakwa dibebaskan dari
hukuman. Sebaliknya kalau kesalahan terdakwa
dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang
disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP, terdakwa
harus dinyatakan bersalah. Kepadanya akan
dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu para
hakim harus hati-hati, cermat dan matang
menilai dan mempertimbangkan masalah
pembuktian.®

Sistem Pembuktian Menurut KUHAP. Dari
keempat sistem pembuktian tadi, ternyata
KUHAP mengatur  sistem pembuktian
berdasarkan undang-undang secara negatif
(negatief wettelijke). Dasar dari pendapat ini
adalah pasal 183 KUHAP, yang menyatakan:
Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada
seseorang kecuali apabila dengan sekurang-
kurangnya dua alat bukti yang sah ia
memperoleh keyakinan bahwa suatu tidak
pidana benar-benar terjadi dan bahwa
terdakwalah yang bersalah melakukan."

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan
Saksi dan Korban. Pasal 42A ayat:

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan
Pasal 41 dilakukan oleh korporasi maka
penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan
dilakukan terhadap korporasi dan/atau
pengurusnya.

12 Eddy O.S., Hiariej, Teori & Hukum Pembuktian, Erlangga,
Jakarta. 2012. him. 7.

BMohammad Taufik Makarao dan Suhasril, Op.Cit, him.
102-103.

14Bambang Waluyo, Sistem Pembuktian Dalam Peradilan
Indonseia, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, Mei
1992, him. 28.

(2) Selain pidana penjara dan pidana denda
terhadap pengurusnya, pidana yang dapat
dijatuhkan terhadap korporasi berupa
pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga)
kali dari pidana denda sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan
Pasal 41.

(3) Selain  pidana  denda  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), korporasi dapat
dijatuhi pidana tambahan berupa:

a. pencabutan izin usaha;

b. pencabutan status badan hukum;

dan/atau

C. pemecatan pengurus.

Penjelasan Pasal 42A Yang dimaksud dengan
“korporasi” adalah kumpulan orang dan/atau
kekayaan vyang terorganisasi, baik yang
berbadan hukum maupun yang tidak berbadan
hukum.

Motivasi dari korporasi untuk mendapatkan
keuntungan yang sebesar-besarnya merupakan
dorongan yang kuat, sehingga seringkali di
dalam memutuskan strategi dan operasi
niaganya secara langsung atau tidak langsung
mengarah pada keterlibatan atau melibatkan
diri dalam kejahatan. Millar, dalam bukunya
White Collar Crime menyatakan bahwa
kejahatan korporasi terbagi dalam (empat)
kategori yaitu:

1. Kejahatan perusahaan (corporate crime),
yakni pelakunya adalah kalangan eksekutif
dengan  melakukan  kejahatan  untuk
kepentingan korporasi dalam mencapai
keuntungan;

2. Kejahatan yang pelakunya adalah para
pejabat atau birokrat yang melakukan
kejahatan untuk kepentingan dan atas
persetujuan atau perintah negara;

3. Kejahatan malpraktik atau dikategorikan
professional occupational crime, pelakunya
adalah kalangan profesional seperti; dokter,
psikiater, akuntan dan adjuster serta
berbagai profesi lainnya yang memiliki kode
etik profesi;

4. Perilaku yang menyimpang yang dilakukan
oleh pengusaha, pemilik modal yang tidak
tinggi status sosial ekonominya.®
Hukum pidana Indonesia pada awalnya tidak

mengatur korporasi sebagai subjek hukum.

Prinsip pertanggungjawaban korporasi

1 Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin, Op.Cit, him.
174.
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(corporate liability) tidak diatur dalam hukum
pidana umum (KUHP) akan tetapi, seiring
dengan kesadaran yang semakin sering
terjadinya kejahatan ekonomi yang dilakukan
oleh atau atas nama korporasi, muncul
tuntutan agar korporasi dapat muncul sebagai
subjek hukum pidana, terutama dalam konteks
sebagai subjek hukum yang mengatur
kejahatan ekonomi. Tuntutan ini muncul karena
anggapan bahwa kejahatan korporasi sering
merugikan dan mengancam sendi-sendi
perekonomian masyarakat. Korporasi dianggap
harus dapat dipertanggungjawabkan
perbuatannya secara pidana.*®

Korporasi juga disebut dalam bidang hukum
perdata sebagai badan hukum (rechtpersoon).
Secara etimologis, kata korporasi berasal dari
kata “corporatio” dalam bahasa Latin. Seperti
kata-kata lainnya berakhiran dengan “tio”,
maka  korporasi sebagai kata benda
(substantium), berasal dari kata kerja
“corporare” yang banyak dipakai orang pada
abad pertengahan sesudah itu. “corporare” itu
sendiri berasal dari kata “corpus” yang berarti
memberikan badan atau membadankan.
Dengan demikian, “corporatio” adalah hasil dari
pekerjaan yang membadankan atau dengan
kata lain, badan yang dijadikan orang, badan
yang diperoleh dengan perbuatan manusia
sebagai lawan terhadap badan manusia yang
terjadi menurut alam."’

Korporasi merupakan istilah yang biasa
digunakan oleh para ahli hukum pidana dan
kriminologi untuk menyebut apa yang dalam
bidang hukum lain khususnya, hukum perdata,
sebagai badan hukum atau yang dalam bahasa
Inggris disebut legal atau corporation. Arti
badan hukum atau korporasi bisa diketahui atas
pertanyaan apakah subjek hukum itu?
Pengertian subjek hukum pada pokoknya
adalah manusia dan segala sesuatu yang
berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat
yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak
dan kewajiban. Pengertian inilah yang
dinamakan badan hukum.®

% Muhammad Yamin, Tindak Pidana Khusus, Cet. 1.
Pustaka Setia, Bandung, 2012, him. 90.

7 Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, Politik
Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi, Cetakan
Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010, him. 11.

'8 Ibid.
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Pada awalnya korporasi atau biasa disebut
sebagai perseroan perdata hanya dikenal dalam
hukum perdata. Dalam Pasal 1654 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan
bahwa korporasi definisikan sebagai:
“perseroan perdata adalah suatu persetujuan
antara dua orang atau lebih, yang berjanji
untuk memasukkan sesuatu ke dalam
perseroan, itu dengan maksud supaya
keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu
dibagi di antara mereka.*

Dengan demikian dapat kita simpulkan
bahwa korporasi juga termasuk badan hukum
(rechtpersoon) yaitu dengan menunjuk pada
adanya suatu badan yang diberi status sebagai
subjek hukum, disamping subjek hukum yang
berwujud manusia alamiah (natuurlijk persoon).
Selanjutnya korporasi mulai memasuki lingkup
hukum pidana sebagai subjek hukum sejak
munculnya fenomena-fenomena kejahatan
korporasi.’

B. Tindak Pidana Terhadap Saksi Dan Korban
Pidana pokok, hoofdstraf, yaitu pidana yang
dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim;
misalnya, pidana mati, pidana penjara,
kurungan dan denda. 2l pidana tambahan,
bijkomende straf, yaitu pidana yang hanya
dapat dijatuhkan di samping pidana pokok,
misalnya, pencabutan hak-hak tertentu;
perampasan barang-barang tertentu; dan
pengumuman putusan hakim. Pidana
tambahan berupa; perampasan atau
pemusnahan dapat berdiri sendiri misalnya
uang palsu, narkotika atau senjata api atau
bahan peledak.? Jenis-jenis hukuman dapat
dilihat dari ketentuan Pasal 10 KUHP. Pasal 10
KUHP menentukan adanya hukuman pokok dan
hukuman tambahan. Hukuman pokok adalah:
1. Hukuman mati;
2. Hukuman penjara;
3. Hukuman kurungan;
4. Hukuman denda.
Hukuman tambahan adalah:
Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan/penyitaan
tertentu, dan

=

barang-barang

¥ Muhammad Yamin, Op.Cit, him. 89.
20, .
Ibid.
2 Andi Hamzah, Op.Cit him. 121.
% Ibid, him. 121.
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3. Pengumuman putusan hakim.?

Sanksi pidana yang ada di dalam hukum
pidana merupakan salah satu penderitaan yang
istimewa sebab pidana yang diancamkan
kepada calon pelanggar kaidah-kaidah yang
bersangsi tadi, pasti dikenakan kepada
pelanggar-pelanggar atau pelaku kejahatan
yang dapat berupa pidana mati, pidana penjara
dan benda atau sanksi-sanksi lain yang telah
ditentukan oleh kaidah-kaidah pidana sesuai
dengan perkembangan dan pertumbuhan
hukum. Maksud ancaman pidana tersebut
adalah untuk melindungi kepentingan orang
dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini hukum
pidana menggunakan ancaman pidana dan
penjatuhan pidana apabila kepentingan-
kepentingan tersebut seimbang dengan
pengorbanan yang harus ditanggung oleh
korban kejahatan atau pelanggaran.?

Pidana (straf; Bahasa Belanda):

1. Suatu penderitaan yang bersifat khusus yang
telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang
berwenang untuk menjatuhkan pidana atas
nama negara sebagai penanggung jawab
dari ketertiban hukum umum bagi seorang
pelanggar, yakni semata-mata karena orang
tersebut telah melanggar suatu peraturan
hukum yang harus ditegakkan oleh negara;

2. Suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja
dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang
yang telah terbukti bersalah melakukan
suatu tindak pidana.”

Hukum yang baik mengondisikan
pembuatan dan pelaksanaan aturan hukum
sesuai dengan martabat manusia. Dengan
mematuhi hukum vyang baik, kebebasan
seseorang tidak hilang dan karenanya
martabatnya sebagai manusia pun tidak
direndahkan, bahkan dengan menaati hukum
yang baik, ia justru mewujudkan keluhuran
martabatnya karena ia menyadari dan
memahami apa vyang ditaatinya. Dalam
kepatuhan itu, ia bebas untuk memilih untuk
menaati hukum demi pengaktualisasian
martabatnya sebagai manusia dalam interaksi
sosial dengan orang lain.”®

% Yulies Tiena Masriani, Op.Cit, him. 65-66.

24Sudarsono, Pengantar lImu Hukum, Cetakan Kelima, PT.
Rineka Cipta, Jakarta, 2007, him, 211-212.

» Sudarsono, Kamus Hukum, Cetakan Keenam, PT. Rineka
Cipta, Jakarta, 2009, him. 248.

% Muhammad Nuh, Op.Cit, him. 199.

Dengan demikian adanya tata tertib hukum,
sesungguhnya merupakan kepentingan objektif
seluruh warga masyarakat. Di mana ada
masyarakat di sana ada hukum. Norma hukum
ini  ditujukan pada perbuatan konkret,
perbuatan lahiriah atau perbuatan vyang
seharusnya terjadi dan disebut perbuatan
hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan
yang sengaja dikehendaki oleh subjek dan
menimbulkan akibat hukum. Unsur perbuatan
hukum adalah kehendak dan pernyataan
kehendak yang sengaja menimbulkan akibat
hukum. Dalam arti seseorang dihukum karena
ia dengan sengaja melanggar norma hukum
yang berlaku sehingga mengakibatkan sesuatu
yang buruk atau yang merugikan. Dalam hal ini
suatu peristiwa konkret itu harus menjadi
peristiwa hukum, yaitu peristiwa yang oleh
hukum dihubungkan dengan akibat hukum.?’

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan
Saksi dan Korban. Pasal 37 ayat:

(1) Setiap Orang yang memaksakan
kehendaknya dengan menggunakan
kekerasan atau cara tertentu, yang
menyebabkan Saksi dan/atau Korban tidak
memperoleh Perlindungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a,
huruf i, huruf j, huruf k, atau huruf |
sehingga Saksi dan/atau Korban tidak
memberikan kesaksiannya pada setiap
tahap pemeriksaan, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan pidana denda paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang melakukan pemaksaan
kehendak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sehingga menimbulkan luka berat
pada Saksi dan/atau Korban, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 7
(tujuh) tahun dan pidana denda paling
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).

(3) Setiap Orang yang melakukan pemaksaan
kehendak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sehingga mengakibatkan matinya
Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan
pidana penjara paling lama seumur hidup

7 Ibid, him. 199-120.
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dan pidana denda paling banyak

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 38. Setiap Orang yang menghalang-
halangi Saksi dan/atau Korban secara melawan
hukum sehingga Saksi dan/atau Korban tidak
memperoleh Perlindungan atau bantuan,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
huruf a, huruf i, huruf j, huruf k, huruf I, huruf
p, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), atau Pasal
7A ayat (1), dipidana dengan pidana penjara
paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda
paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah).

Pasal 39. Setiap Orang yang menyebabkan
Saksi dan/atau Korban atau Keluarganya
kehilangan pekerjaan karena Saksi dan/atau
Korban tersebut memberikan kesaksian yang
benar dalam proses peradilan, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan
pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah).

Pasal 40. Setiap Orang yang menyebabkan
dirugikannya atau dikuranginya hak Saksi
dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat
(1), atau Pasal 7A ayat (1) karena Saksi
dan/atau Korban memberikan kesaksian yang
benar dalam proses peradilan, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan
pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah).

Pasal 41. Setiap Orang yang secara melawan
hukum memberitahukan keberadaan Saksi
dan/atau Korban yang sedang dilindungi dalam
suatu tempat kediaman sementara atau tempat
kediaman baru sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf k dan huruf | dipidana
dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh)
tahun dan pidana denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 42. Dalam hal perbuatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39,
Pasal 40, dan Pasal 41 dilakukan oleh pejabat
publik, ancaman pidananya ditambah dengan
1/3 (satu per tiga).

Supremasi  hukum artinya kekuasaan
tertinggi dipegang oleh hukum. Baik rakyat
maupun pemerintah tunduk pada hukum. Jadi
yang berdaulat adalah hukum.?® Equality before

2 Arif Rudi Setiyawan, Sukses Meraih Profesi Hukum
Idaman, Edisi 1. CV. Andi. Yogyakarta, 2010, him. 90.
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the law artinya persamaan kedudukan di depan

hukum tidak ada yang diistimewakan.”

Pemahaman kekuasaan dalam aspek
hukum, dimaknai sebagai sebuah wewenang,
tetapi kekuasaan dalam pengertian ini bukanlah
suatu kekuasaaan yang dapat berdiri sendiri,
melainkan keberadaan kekuasaan tidak dapat
dipisah dari lembaganya. Oleh karena itu,
kekuasaan dalam arti wewenang dikatakan
sebagai suatu kekuasaan yang telah
dilembagakan.*

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan
Saksi dan Korban. Pasal 42A ayat:

(1) balam hal tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan
Pasal 41 dilakukan oleh korporasi maka
penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan
dilakukan terhadap korporasi dan/atau
pengurusnya.

(2) Selain pidana penjara dan pidana denda
terhadap pengurusnya, pidana yang dapat
dijatuhkan terhadap korporasi berupa
pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga)
kali dari pidana denda sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan
Pasal 41.

(3) Selain  pidana  denda  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), korporasi dapat
dijatuhi pidana tambahan berupa:

a. pencabutan izin usaha;

b. pencabutan status badan hukum;
dan/atau

. pemecatan pengurus.

Pasal 43 ayat:

(1) Dalam hal terpidana tidak mampu
membayar pidana denda sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan
Pasal 42, pidana denda tersebut diganti
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)
tahun.

(2) Pidana penjara sebagai pengganti pidana
denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dicantumkan dalam amar putusan hakim.
Meningkatnya pembangunan dan

perkembangan ekonomi yang begitu pesat saat

ini, sebagai akibat dari kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi di satu sisi telah
membawa dampak yang positif bagi kehidupan

 Ibid.
39 4. Murtir Jeddawi, Op.Cit,him. 5.
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masyarakat. Kemajuan pembangunan itu
sendiri dari sisi lain juga telah membawa
dampak yang negatif bagi masyarakat yakni
dengan memberikan peluang atas munculnya
korporasi-korporasi yang di dalam menjalankan
usahanya secara sadar atau tidak sadar telah
melakukan  kejahatan yang mengancam
keselamatan bangsa, disebabkan banyaknya
penyimpangan perilaku korporasi yang bersifat
merugikan masyarakat dalam berbagai bentuk
yang berskala luas.*

Korporasi sebagai pelaku tindak pidana
dalam hukum positif sudah diakui, bahwa
korporasi dapat dapat dipertanggung jawabkan
secara pidana dan dapat dijatunkan pidana.*
Diterimanya korporasi sebagai pelaku tindak
pidana sudah tentu, timbul konsekuensi,
khususnya tentang pertanggungjawaban
pidananya, apakah kesalahan terdapat pada
korporasi sebagi konsekuensi diterimanya asas
kesalahan dalam korporasi ?

Diterimanya asas kesalahan pada korporasi,
maka timbul suatu pertanyaan, yaitu apakah
korporasi dapat mempunyai kesengajaan atau
kelalaian? ** Dengan adanya perkumpulan-
perkumpulan dari orang-orang, yang sebagai
badan hukum turut serta dalam pergaulan
hidup kemasyarakatan, timbul gejala-gejala dari
perkumpulan itu, yang apabila dilakukan oleh
oknum, terang masuk perumusan pelbagai
tindak pidana.*

Sebagai perwakilan, yang kena hukuman
pidana adalah oknum lagi, yaitu orang-orang
yang berfungsi sebagai pengurus dari badan
hukum, seperti misalnya seorang direktur dari
suatu perseroan terbatas, yang dipertanggung
jawabkan, sedangkan mungkin sekali seorang
direktur itu hanya melakukan saja putusan dari
dewan direksi, maka timbul dan kemudian
merata  gagasan, bahwa juga  suatu
perkumpulan sebagai badan tersendiri dapat
dikenakan hukuman pidana sebagai subyek
suatu tindak pidana.®

3 Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, Op.Cit, him.
1.

2 Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban
Pidana Korporasi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
2010, him. 120.

* Ibid, him. 124.

i Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di
Indonesia, PT. Refika Aditama, Cetakan Keempat,
Bandung, Februari 2011, him. 59-60.

Ibid, him.55.

Sanksi, sanctie, yaitu akibat hukum terhadap
pelanggar ketentuan undang-undang. Ada
sanksi administrasi, ada sanksi perdata dan ada
sanksi pidana.36 Sanksi Pidana, strafsanctie,
akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan
pidana yang berupa pidana dan/atau
tindakan.”’

Pidana (Straf): hukuman yang dijatuhkan
terhadap orang vyang terbukti bersalah
melakukan delik berdasarkan putusan yang
berkekuatan hukum tetap.*®

Hukuman pokok telah ditentukan dalam
Pasal 10 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:
pidana terdiri atas:*

a. pidana pokok:

1) pidana mati;

2) pidana penjara;

3) pidana kurungan;

4) pidana denda;

5) pidana tutupan.

b. pidana tambahan:

1) pencabutan hak-hak tertentu;

2) perampasan barang-barang tertentu;

3) pengumuman putusan hakim.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penyidikan tindak pidana terhadap sanksi

dan korban dilaksanakan sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
Tentang Hukum Acara Pidana oleh Penyidik
pejabat polisi negara Republik Indonesia
dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu
yang diberi wewenang khusus oleh undang-
undang. Dalam melakukan tugasnya
penyidik wajib menjunjung tinggi hukum
yang berlaku. Khusus untuk korporasi yang
melakukan tindak pidana terhadap saksi
dan korban maka penyidikan, dilakukan
terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
2. Tindak pidana terhadap saksi dan korban
yang memerlukan penyidikan oleh penyidik
seperti:

a. Perbuatan memaksakan kehendaknya
dengan menggunakan kekerasan atau
cara tertentu, yang menyebabkan saksi
dan/atau korban tidak memperoleh
Perlindungan sehingga tidak dapat

* Andi Hamzah, Op.Cit, him. 138

* Ibid.

* Ibid, him. 119.

* Leden Marpaung, Op.Cit, him. 107.
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memberikan kesaksiannya pada setiap
tahap pemeriksaan dan akibat
perbuatan tersebut menimbulkan luka
berat atau kematian pada saksi dan/atau
korban;

b. Perbuatan yang menghalang-halangi
secara melawan hukum sehingga saksi
dan/atau korban tidak memperoleh
Perlindungan atau bantuan;

c. Perbuatan yang menyebabkan saksi
dan/atau korban atau keluarganya
kehilangan pekerjaan karena
memberikan kesaksian yang benar
dalam proses peradilan,

d. Perbuatan yang menyebabkan
dirugikannya atau dikuranginya hak saksi
dan/atau korban karena memberikan
kesaksian yang benar dalam proses
peradilan;

e. Perbuatan secara melawan hukum
memberitahukan  keberadaan  saksi
dan/atau korban yang sedang dilindungi
dalam suatu  tempat  kediaman
sementara atau tempat kediaman baru.

B. SARAN

1. Penyidikan terhadap tindak pidana terhadap
saksi dan korban memerlukan dukungan
koordinasi dan kerjasama antara pihak
penyidik pejabat polisi negara Republik
Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil
tertentu yang diberi wewenang khusus oleh
undang-undang serta Lembaga Perlindungan
Saksi dan Korban (LPSK) agar perbuatan
pidana dapat terungkap dengan terang dan
jelas dan tersangkanya dapat ditentukan
untuk kepentingan pemeriksaan pada
tingkat penyidikan.

2. Tindak pidana terhadap saksi dan korban
apabila telah terbukti secara sah menurut
ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku,
maka terhadap pelakunya perlu diberlakuan
sanksi pidana sesuai dengan jenis-jenis
perbuatan yang dilakukan untuk
memberikan efek jera dan terhadap pihak-
pihak lain sebagai suatu peringatan untuk
tidak melakukan perbuatan yang sama
sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak
pidana terhadap saksi dan korban.
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